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BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

Pt

KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk diperlukan standar
operasional dan prosedur pelayanan informasi publik
sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu mengatur
Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan
Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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10.

11

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4486);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor
28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan
Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah
Pusat dan Daerah;
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enetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Kabupaten Nganjuk.

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Nganjuk.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah perangkat daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Nganjuk.

6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
badan hukum, atau badan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang
bertanggung jawab di  bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik.

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis
yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan
tugas-tugas Pemerintah Daerah.
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
SKPD dalam memberikan informasi dan dokumentasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 3

Standar Operasional ini sebagai acuan mengenai ruang
lingkup, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nganjuk
dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara
efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang
berkualitas dapat terpenubhi;

b. Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan
Organisasi/Badan Publik untuk menghasilkan layanan
Informasi Publik yang berkualitas.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pelayanan informasi dilingkungan
Pemerintah Kabupaten dapat ditetapkan struktur dan
tata kerja organisasi pelayanan informasi.

(2) Penyelenggaraan pelayanan informasi dilaksanakan oleh
PPID sesuai dengan SOP..

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Ruang Lingkup SOP meliputi :
Dasar Hukum;
Hak Pemohon;

Kewajiban Pemohon;
Hak Badan Publik;
Kewajiban Badan Publik;

opoop
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Persyaratan;

Prosedur;

Mekanisme;

Cara Memperoleh Informasi;
Operasional Pelayanan Informasi Publik;
Kompetensi Pelaksana,;

Jangka Waktu dan Waktu Pelayanan;

. Format Informasi;

Biaya/Tarif;

Saran dan Fasilitas;
Pengawas Internal; dan
Evaluasi Kinerja Pelayanan.

(2) Pelaksanaan SOP pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) PPID dalam melaksanakan SOP pengelolaan harus
membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan
informasi publik.

LT OoBgrRETTER™

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juli 2015
BUPATI NGANJUK,

ttd
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
ttd

Drs. H. MASDUOQI, M.Sc, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 21

¥

Salinan sesuaj depgan aslinya

KEPALA B HUKUM
ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP 19661107 199403 1 005
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